SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/375/KUM /2026
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI OBJEK HIBAH
KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik
Daerah dan kepastian Barang Milik Daerah di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan yang akan menjadi Hibah kepada
Majelis Ulama Indonesia, perlu adanya penetapan Barang
Milik Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (8)
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi objek
hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah sebagai
Objek Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah/Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,Tambahan Lembaran
Negara Reublik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2021 Nomor 36);

Berita Acara Rapat Penelitian Kemungkinan Rencana Hibah
Barang Milik Daerah Tanggal 7 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

Barang Milik Daerah sebagai Objek Hibah kepada Majelis
Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



Tembusan:

1.
2.
3.

Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/375/KUM /2026

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI
OBJEK HIBAH KEPADA MAJELIS ULAMA
INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI OBJEK HIBAH
KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nilai Nomor
Kode Ba?ang Nama Barang Merk/Type Jumlah Perolehan Ranok Tahun
dan Register Barang BPKB Polisi angka Perolehan
(Rp) oHst /Mesin
02.02.01.02.00 | Bus (Penumpang | Toyota Hiace M- DA JTFSS22P6HO
1/000001 30 keatas) Commuter M/T 1 464.525.000 10514879 7015 164302/ 2017
DD 2KDA932355
JUMLAH 464.525.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



